
PROVINSI SULAWESI T 
WALI KOTA BAUBAU 

NGGARA 

PERATURAN WALI KOTA\ BAUBAU 

NOMOR: 76 TAHUN 2023 

TENTANG I 

‘l PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJI+ DAERAH KOTA BAUBAU 

1. 

TAHUN ANGGARAN 2022 

DENGAN RAHMAT TUHAN YAEG MAHA ESA 

WALI KOTA BAUBAU, 

bahwa melaksanakan ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan 

Daerah Kota Baubau [Nomor 3 Tahun 2023 tentang 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Ko 

perlu menetapkan Peraf 

Baubau Tahun Anggaran 2022, 

ran Wali Kota Baubau tentang 

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanj Daerah Kota Baubau Tahun 

Anggaran 2022 sebagai rincian lebih lanjut dari 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Daerah Kota [Baubau Tahun Anggaran 2022. 

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 

Penyelenggaraan Negara 

28 Tahun 1999 tentang 

Yang Bersih dan Bebas dari 

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 omor 75, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3851); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali te 

Nomor 19 Tahun 2019 

Undang-Undang Nomor 

rakhir dengan Undang-Undang 

tentang Perubahan Kedua Atas 

30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan 

Lembaran Negara Republil k Indonesia Nomor 6409); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program 

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Npmor 206, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3952); 



4. 

10. 

Undang-Undang Nomor; 13 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia’ Nomor 4120}; 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara| (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); sebagaimana telah 

diubah beberapa kali ter: ‘ir dengan Undang-Undang Nomor 

7 Tahun 2021 tentang BI-Ilrmonisasi Peraturan Perpajakan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

246, Tambahan Lemb: Negara Republik Indonesia 

Nomor 6736); 

Undang-Undang Nomor| 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan| dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Neg; Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 66, Tambahan Lcn{ba.ran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400); 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pemba.ngun]a.n Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Ta.hqn 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

Undang-Undang Nomor| 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234); sebagaimana telahl diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Leq‘lbaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6398); 

Undang-Undang Nomor| 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Leqlba.’ran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia N0m0115587); sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi 

Peraturan Perpajakan (Len?baran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6736);



11. 

12. 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

Undang-Undang Nomor 1f Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran NegaraT Republik Indonesia Tahun 2022 

Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 

Kedudukan Keuangan Kipa]a Daerah dan Wakil Kepala 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023, 

Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6883); 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nlomor 137, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 

Informasi Keuangan Dael‘rah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesi!i Nomor 4576) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan i’emerinta.h Nomor 65 Tahun 2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 

Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 

(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5155); ‘ 
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Repubhik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); ! 

Peraturan Pemerintah NoL-nor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran | Negara Republik Indonesia 

Nomor 5272); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 

Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang 

Pinjaman Daerah (Lemb\ an Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6279); 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 



24, 

25. 

: 20. 

21. 

22. 

23. 

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 

Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

(Lembaran Negara Repub‘;ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 

tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); sebagaimana 

telah diubah dengan Peraliuran Menteri Dalam Negeri Nomor 

90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan 

Nomernklatur Perencan : Pembangunan dan Keuangan 

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 

Nomor 1447); i 

Peraturan Menteri Dalarfl Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik! Indonesia Tahun 2020 Nomor 

1781); 

Peraturan Daerah Kota|Baubau Nomor 5 Tahun 2021 

tentang Anggaran Penda‘pafan dan Belanja Daerah Kota 

Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota 

Baubau Tahun 2021 Nomor 5); 

Peraturan Daerah Kota‘Baubau Nomor 4 Tahun 2022 

tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kota Baubau Tahun Anggaran 2022 (Lembaran 

Daerah Kota Baubau Tahun 2022 Nomor 4); 

Peraturan Daerah KotalBaubau Nomor 3 Tahun 2023 

tentang Pertanggunawlvaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau Tahun 

Anggaran 2022 (Lembara.rlx Daerah Kota Baubau Tahun 2023 

Nomor 3). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN WALl KOTA TENTANG PENJABARAN 

PERTANGGUNGJAWABAN | PELAKSANAAN ANGGARAN 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 

ANGGARAN 2022. 

Pasal 1 

La.poral.n Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebagai berikut: 

1. Péndapatan 

a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 107.048.315.216,00 



2. 

3. 

b. | Dana Perimbangan 

c. ‘ Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 

Jumlah Pendapatan 

Belanja 

a, Belanja Operasi 

. Belanja Pegawai 

. Belanja Bunga 

. Belanja subsidi 

. Belanja Hibah 
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' Belanja Modal 

1. Belanja Modal Tanah 

. Belanja Barang dan Jasa 

. Belanja Bantuan Sosial 

. Belanja Bantuan Keuangan 

2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin 

3. Belanja Modal Gedung dan Ban 

4. Belanja Modal Jalan, Jaringan 

Irigasi 

5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 

' Belanja Tak Terduga 

1. Belanja Tak Terduga 

Jumlah Belanja 

Surplus/(defisit) 

Pexjnbiayaan 

a.’ 

b. | 

. Jumlah Pembiayaan Netto 

Penerimaan 

Pengeluaran 

yunan 

an 

Sisa Lebih pembiayaan anggaran tahun berkenan 

Ringkasan laporan realisasi 

tercan 

Pasal 2 

sebagaima 

tum dalam Lampiran [ yang merupalL 

Peratl‘lran Wali Kota ini; 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

Rp. 

759.145.125.644,00 

25.880.775.058,00 

892.074.215.918,00 

680.273.793.284,00 

409.395.016.137,00 

253.386.849.777,00 

3.670.249.899,00 

0,00 

12.235.787.471,00 

1.585.890.000,00 

0,00 

272.775.084.705,00 

24.356.941.320,00 

49.731.514.663,00 

22.636.677.519,00 

169.265.319.156,00 

6.784.632.047,00 

5.851.527.469,00 

5.851.527.469,00 

958.900.405.458,00 

(66.826.189.540,00) 

218.565.033.322,00 

50.760.000.000,00 

167.805.033.322,00 

100.978.843.782,00 

na dimaksud dalam Pasal 1 

an bagian tidak terpisahkan dari



| Pasal 3 
| 

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran seb}agaimana dimaksud dalam Pasal 

1 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran {.aporan Realisasi Anggaran; 

Pasal 4 
I 

Ringkasan laporan realisasi sebagaima;na dimaksud dalam Pasal 3 

tercantum dalam Lampiran Il yang merup: bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Wali Kota ini; | 

| | 

Pasal 5 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar 
setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Rancangan 
Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah 
Kota Baubau 

Ditetapkan di Baubau 
: pada tanggal, 5 September 2023 

: WALI KOTA BAUBAU, 

| ODE AHMAD MONIANSE 

Diundangkan di Baubau 
pada tanggal, September 2023 

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU, ' 

zw I 
BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2023 NOMOR . 76 
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